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DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK
NAMA : SUWAHYO
NIM : 10100109042
Judul Sripsi : “Isbat Nikah dalam Waktu yang Sama bagi Suami yang Mengawini
Istri Bersaudara”
(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Takalar)
Skripsi ini membahas tentang masalah “Isbat Nikah dalam Waktu yang Sama bagi
Suami  yang Mengawini  Istri  Bersaudara (Studi  Kasus pada Pengadilan Agama
Takalar)”. Dengan sub permasalahan yaitu bagaimanakah pertimbangan hakim dalam
mengabulkan isbat nikah dalam waktu yang sama bagi suami yang mengawini istri bersaudara
dan bagaimana akibat hukum seorang suami yang mengawini istri bersaudara dalam waktu yang
sama ditinjau dari hukum Islam. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  megetahui  pertimbangan
hakim  jika terjadi suatu perkara permohonan Isbath nikah yang diajukan oleh wanita bersaudara.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama  Takalar, dengan  mewawancarai   hakim di
Pengadilan  Agama Takalar.
Sumber data  yang  digali  dalam  penelitian ini  antara lain:  Kompilasi Hukum Islam
yang berkaitan Isbat, serta hasil wawancara dengan Hakim di  Pengadilan  Agama  Takalar,  dan
dari buku-buku  yang  relevan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, dan kepustakaan yang
merupakan  rujukan untuk  menganalisis  hasil  penelitian. Pendekataan  yang  digunakan  dalam
penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan
permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam.
Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  antara  lain,  bahwa pertimbangan  hakim
dalam memutuskan  permohonan Isbat nikah  yang diajukan  oleh  wanita  bersaudara, telah
memenuhi  unsur  kepastian  dan kemanfaatan  karena  telah  sesuai  dengan  fakta  yang  ada  dan
Selain berpedoman  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mempertimbangkan hukum  adat  yang
berlaku  di Pengadilan  Agama  Takalar. Hal ini disebabkan, pengaturan  tersebut  hanya
merupakan  aturan  dasar  yang secara umum digunakan dalam permohonan Isbath nikah. Setiap
kasus mengenai  perkawinan  yang  menyangkut  Isbath nikah,  harus  mengacu pada peraturan
dalam KHI tersebut, mengingat bahwa penyelesaian suatu perkara  itu  kasuistis.  Sehingga
dalam  keadaan  tertentu  berdasarkan pertimbangan khusus hakim dapat memutuskan
permohonan Isbath nikah wanita  yang  mempunyai  hubungan  pertalian  darah  dengan
mempertimbangkan  syarat  dan  rukun  perkawinannya  apabila  telah terpenuhi maka sudah
dianggap sah dan dapat mengajukan Isbath nikah. Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  hakim
dalam  memutuskan mengabulkan  permohonan  Isbath nikah wanita  yang  bersaudara  dengan
adanya  surat  keterangan  cerai lelaki  Langsa  Romo dengan perempuan St.  Ara Dg.  Gowa (istri
pertama)  dari  Langsa  Romo.  Adapun  akibat hukum  dari  perkawinan  seorang  laki-laki  yang
mengawini  wanita bersaudara adalah azab Allah karena menyangkut hukum Allah .
v
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut  Abdullah  Sidik dalam buku Abd Shomad, Perkawinan adalah
pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang prempuan yang hidup
bersama (bersetubuh) dan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin .
oleh sebab itu maka perkawinan merupakan salah satu budaya perkembangan
manusia yang  beraturan di dalam kehidupan masyarakat1.
Aturan tata- tertib perkawinan sudah ada sejak dulu kemudian aturan tata
tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat bahkan aturan perkawinan itu
sudah tidak saja menyangkut warga Negara Indonesia tetapi juga menyangkut
warga Negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.
Perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat  atau pada suatu
bangsa tidak terlepas dari pengaruh  budaya dan lingkungan dimana masyarakat
itu berada serta pergaulan masyarakatnya yang dipengaruhi oleh pengetahuan,
pengalaman, kepercayaan dan keagamaan, yang dianut masyarakat bersangkutan.
Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja di pengaruhi adat
budaya masyarakat setempat , tetapi juga di pengaruhi ajaran agama2.
Sebagai mana firman Allah dalam Q.S.  al-Nisa/4: 21, yang berbunyi:
1Abd shomad, Perkawinan (Semarang; Toha Putra 2010), h. 274
2Hilman hadikusuma, Aturan perkawinan bangsa indonesia bukan saja di pengaruhi adat budaya
masyarakat tetapi juga di pengaruhi  ajaran agama (Bandung; Penerbit  Alumni, 2007), h. 1
2


Terjemahnya:
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang
kuat.”3
Di Indonesia sendiri ketentuan perkawinan telah di atur dalam peraturan
per- Undang-undangan yang khusus berlaku bagi warga Indonesia.  Aturan
perkawinan yang di maksud adalah dalam bentuk Undang-undang No 1 Tahun
1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan
hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang  No 3 Tahun 2006 Undang –
undang No 50 Tahun 2009, Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan
menjadi pedoman bagi hakim lembaga Peradilan Agama adalah Komipilasi
Hukum Islam  di Indonesia yang telah ditetapkan  dan disebarluaskan melalui
Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.4
Bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai
aturan pokok, namun kenyataannya masyarakat Indonesia masih tetap
memberlakukan adat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda-beda, Misalnya
3Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan terjemahnya, Cet.V (Surabaya: Mahkota,2001), h. 117.
4Amir Syarifuddin, instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta;
Fakultas Hukum Universitas  Indonesia ,2004), h. 1
3masih berlakunya tata-tertib perkawinan bagi masyarakat adat. Begitu pula dapat
di lihat  bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut adat. Perbedaan
dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup
berkeluarga seseorang  dalam kehidupan masyarakat.
Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan
seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah,  sesuai ketentuan
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan adalah
akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah,
melaksanakannya merupakan ibadah.
Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memeliki seorang istri, jika
seorang suami ingin beristri lebih dari seorang  dapat diperbolehkan bila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama memberi
izin (pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) Pemberian izin
poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang- undang
perkawinan. sebab diberikannya izin kepada suami dalam pasal tersebut
dikarenakan alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.5
AL-Qur’an dan Al-hadits tidak mengatur mengenai pencatatan
perkawianan, Namun disarankan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu.
Sehingga diatur melalui Undang –undang , baik Undang –undang  Nomor 1 tahun
1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan
5 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia.(Jakarta Sinar Grafika. 2006), h. 46
4yang di laksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam,
Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan
galidzan) aspek yang timbul dari ikatan perkawinan, pencatatan perkawinan,
melahirkan Aktah Nikah yang salinannya masing-masing pihak, bila ada yang
dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.
Akta nikah menjadi suatu bukti outentik dari suatu pelaksanaan
perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum terhadap seorang suami istri
bila melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami
tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajiban, sementara kenyataannya ia
mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah di bacanya, maka
pihak istri yang di rugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke
pengadilan. Selain itu akta nikah juga berfugsi untuk membuktikan ke absahan
anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud upaya hukum ke
pengadilan tidak dapat di lakukan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat di
buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, Apabila
suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu
sebab. Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk
mengajukan permohonan Isbat nikah (pengesahan nikah) kepada pengadilan
agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan
perkawinannya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2)  dan (3)  bahwa;  dalam
hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dangan akta nikah, dapat diajukan Isbat
nikahnya ke pengadilan agama.
5Isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal hal yang berkenaan dengan.6
1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adannya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang–undang
Nomor 1 tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang – undang Nomor 1 tahun 1974.
Oleh karena itu permohonan Isbat nikah di atas. Ditegaskan dalam pasal 7
ayat (4) Kompilasi Hukum Islam  menyatakan bahwa yang berhak mengajukan
permohonan Isbat nikah ialah suami atau istri, anak anak mereka, wali nikah dan
pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Di Pengadilan Agama Takalar terdapat permohonan Isbat nikah yang di
lakukan oleh istri pertama yang bernama ST. Ara DG . Gowa binti Majadi DG.
Sija  ( pemohon II) terhadap suaminya yang bernama langsa romo yang menikah
pada tahun 1952. Permohonan Isbat nikah juga di lakukan oleh istri ke dua lansa
romo yang merupakan saudara kandung dari istri pertama yang benama Besse
bau DG . Kebo Binti Majadi DG. sija ( pemohon 1) yang menikah pada tahun
1966.
Tujuan dari permohonan Isbat nikah tersebut untuk memproleh tunjangan
pensiunan janda dan juga uang duka atas meninggalnya langsa romo yang
meninggal pada tanggal 22 september 2007. Namun dalam putusan atau
6 Zainuddin Ali, tentang permohonan Isbat nikah. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta;
Sinar Grafik. 2006), h. 29
6penetapannya permohonan Isbat nikah yang di lakukan istri pertama tidak di
kabulkan oleh Pengadilan Agama Takalar. Sedangkan Isbat nikah yang di lakukan
oleh istri ke dua di kabulkan oleh Pengadilan Agama Takalar sesuai penetapan
dengan Nomor 172/ Pdt.G / 2007/ PA Takalar. Alasan di kabulkannya
permohonan Isbat nikah tersebut yakni untuk mengesahkan pernikahannya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas maka
pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu berkaitan dengan Isbat
nikah suami yang mengawini istri bersaudara dalam waktu yang sama (studi kasus
di PA Takalar). Agar masalah tersebut dipahami dengan mudah dan jelas, maka
penyusun membagi dalam sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan Isbat nikah
dalam waktu yang sama bagi suami yang mengawini istri yang
bersaudara?
2. Bagaimanakah akibat hukum seorang suami yang mengawini istri
bersaudara dalam waktu yang sama  ditinjau dari hukum Islam?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional Penelitian
Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam
dan dapat mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka
peneliti sebelumnya akan menjelaskan definisi operasional yang berhubungan
dengan judul tulisan ini, yaitu nikah suami yang mengawini istri bersaudara dalam
waktu yang sama.
7a. Arti dari kata Isbāt : Asal kalimat dari  ُتَﺎْﺒﺛ َِْﻹا yang artinya
penyungguhan; penetapan; penentuan;7
b. Pernikahan atau pernikahan : pengikatan diri pada sesuatu perjanjian
dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik
untuk calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan.8
c. Isbat Nikah : Permohonan pengesahan nikah yang
diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan
memiliki kekuatan Hukum9
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini
adalah tentang Permohonan Isbat nikah dalam waktu yang sama bagi suami yang
mengawini istri bersaudara, berdasarkan fikih yaitu Mazhab Syafi’i dan KHI serta
dalil-dalil pendukung lainnya.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah dan definisi operasional variabel di
atas, maka batas-batas penelitian dalam Skripsi ini adalah:
a. Melakukan penelitian terhadap Isbat nikah dalam waktu yang sama
bagi suami yang mengawini istri bersaudara.
b. Mendeskripsikan hasil keputusan Pengadilan Agama Takalar untuk
penetapan Isbat nikah dalam waktu yang sama bagi suami yang
mengawini istri bersaudara.
7KH. MUNAWWIR A. FATAH. Kamus Indonesia Arab. (Surabaya; Pustaka Progressif,1999),
h.56
8Dzulkifli Umar dan Jimmy P.SH. Kamus Hukum, Dictionary  of Law (Surabaya; Graha
Media Press, 2012), h. 233.
9Nasruddin Salim,Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta; CV Pustaka Setia,1991), h.33
8c. Menganalisis pelaksanaan hukum Islam dalam perkara Isbat nikah
dalam waktu yang sama bagi suami yang mengawini istri bersaudara.
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian
yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang,
topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah Isbat
nikah.
Sebelumnya masalah Isbat nikah bersama telah banyak ditulis secara
teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah perkara Isbat nikah dalam waktu
yang sama bagi suami yang mengawini istri bersaudara adalah penelitian yang
pertama kali di kupas dan dibahas.
Pembahasan tentang perkara Isbat nikah diteliti dan dikaji  dalam
berbagai  bentuk  karya  tulis.  Baik  dalam  bentuk  buku,  skripsi atau  yang
lainnya  dengan  berbagai  judul  dan  permasalahan  yang  biasa dijadikan
berbagai sumber informasi. Dalam sekian banyak karya tulis ilmiah tentang
perkara Isbat nikah, ada beberapa pembahasan yang berhubungan dalam
pembahasan ini, antara lain :
1. Penelitian yang Relevan.
Menurut pengamatan penulis, penelitian ini belum ada yang melakukan
secara spesifik mengkaji  tentang “Isbat nikah dalam waktu yang sama bagi
suami yang mengawini istri bersaudara’.Berdasarkan penelusuran literatur yang
penulis lakukan di perpustakaan UIN Alauddin Makassar penulis belum
menemukan Skripsi yang hampir semakna dengan Skripsi yang penulis bahas.
2. Landasan Teori
9Dalam tinjauan pustaka ini penulis menganalisis beberapa artikel, buku
maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan Isbat
Nikah  dalam perkawinan islam di antaranya:
Satria  Effendi  M.  Zein  dalam Problematika Hukum  Keluarga  Islam
Kontemporer,  Analisis  Yurisprudensi  dengan  Pendekatan  Ushuliyah telah
mempelajari  dan  menganalisis  terhadap Isbat nikah dalam waktu yang sama
bagi suami yang mengawini istri bersaudara. Dari  kenyataan  perististiwa  yang
diteliti,  ia  menghubungkan  kapan berlakunya undang-undang Peradilan Agama
yang mengatur tentang Isbat nikah sebelum berlakunya undang-undang
perkawinan.  Dan penulis menyimpulkan  bahwa Isbat nikah dalam undang-
undang mempunyai relevansi antara undang-undang perkawinan dan Peradilan
Agama yakni yang mengatur proses Isbat nikah di Indonesia. Adapun proses Isbat
nikah menjadikan status perkawinan lebih baik dan lebih jelas status hukumnya.10
Amir Syarifuddin  dalam Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia
menjelaskan dalam  kitab-kitab  fikih  tidak  dikenal  adanya  pembaharuan
Isbat nikah dalam waktu yang sama bagi suami yang mengawini istri bersaudara.
Suami  memiliki  harta untuk menafkahi istrinya dan istri memperoleh harta dari
sang suami Sebagai  kewajibannya,  suami memberi  sebagian  hartanya  itu
kepada  istrinya  atas  nama nafaqah,  yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi
keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk
syirkah, yang itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa akad
tersebut harta tetap terpisah.11
10Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer,
Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: kencana Prenada Media
Group, 2004), h. 58.
11Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2006),
10
Sedangkan  Yahya  Harahap  dalam Perlawanan  Terhadap  Eksekusi
Grose  Akta  Serta  Putusan  Pengadilan  dan Arbitrase  dan  Standar  Hukum
Eksekusi memberi penjelasan terhadap Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.
bahwa harta benda suami akan di langsungkan kepada istrinya, dengan sendirinya
menurut hukum menjadi harta milik istri. Tidak menjadi  soal  apakah  itu benda
bergerak  atau  tidak  bergerak12
Menurut Ismuha dalam Pencaharian Bersama Suami Istri Para ulama’
Islam  sudah  sejak  lama  menyusun  kitab-kitab  dalam  bidang  hukum  Islam
(kitab fikih). Mereka membagi pembahasan dalam kitab fikih itu dalam empat
bagian,Rubu’Ibadah,rubu’  mu’amalah.  Rubu’  munakat,  dan  rubu’ jinayah13.
Pencaharian  bersama  suami  istri,  mestinya  masuk  dalam rubu’
mu’amalah. Tetapi ternyata secara khusus tidak ada dibicarakan. Akan tetapi
disana  ada  dibicarakan  mengenai  perkongsian  yang  dalam  bahasa  arab
disebut syirkah atau syarikah14.
Mohd.  Idris  Ramulyo  dalam Tinjauan  Beberapa  Pasal  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Dari  segi  Perkawinan  Islam berpendapat
bahwa  menurut  hukum  Islam  ada  dua  versi  jawaban  yang  dikemukakan
tentang harta bersama. Pertama, tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan
syirkah. Harta istri milik istri dan dikuasai oleh istri; demikian harta kekayaan
suami hanya milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Kedua, setiap
h. 175-176.
12Yahya Harahap, Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan
Pengadilan dan Abitrase dan Standar Hukum Eksekusi, h. 188.
13Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri, cet ke-1 (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1986), h. 282.
14Ibid.h. 346
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terjadinya perkawinan, maka harta yang diperoleh menjadi milik bersama15.
Menurut Ismail Muhammad Sjah dalam Pencaharian Bersama Suami Istri
Harta Gono  Gini  Ditinjau  Dari  sudut  Hukum  Islam) yang  dimaksud dengan
harta  bersama  (harta  gono  gini)  adalah  harta  kekayaan  yang dihasilkan
bersama  suami  istri  selama  mereka  diikat  oleh  tali  perkawinan.
Atau dengan  perkataan  lain, ialah  harta  yang  dihasilkan  oleh
perkongsian antara suami istri.16 penyebab  terjadinya  perselisihan  suami  istri
dalam  pembagian  harta bersama.
Walaupun  obyek  penelitian  sama  dengan  penelitian  yang  telah
dilakukan,  akan tetapi  tetap  ada perbedaan  dengan  penelitian  yang  telah
dilakukan. Penyusun ingin memaparkan pertimbangan hakim dalam membuat
suatu  putusan  dan bagaimana alasan hakim Pengadilan Agama Takalar dalam
membuat pertimbangan putusan Isbat nikah dalam waktu yang sama bagi suami
yang mengawini istri bersaudara. Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  tentang
permohonan Isbat nikah dalam waktu yang sama bagi suami yang mengawini
istri bersaudara.
Untuk  itu  penyusun  ingin  menambah  dan  menggali  lebih  dalam
tentang penyelesaian permohonan Isbat nikah tersebut yang akan di kaji oleh
penulis.  Agar  bisa  melengkapi  kekurangan-kekurangan dalam penelitian
sebelumnya.
Secara kuantitatif buku-buku yang membahas tentang Isbat nikah dalam
waktu yang sama bagi suami yang mengawini istri bersaudara di atas tidak banyak
15Mohd. Idris Ramulyo, S.H., Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, h. 215-217.
16Ismail Muhammad Sjah, Pencaharian Bersama Suami Istri (Adat Gono Gini Ditinjau
dari Sudut Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 20.
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ditemukan, akan tetapi diantara buku-buku tersebut terdapat beberapa
pembahasan yang membahas tentang Isbat nikah tersebut.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam mengabulkan Isbat nikah
dalam waktu yang sama bagi suami  yang  mengawini  istri  yang
bersaudara?
2. Untuk  mengetahui  akibat  hukum  seorang  suami  yang mengawini istri
yang  bersaudara  dalam  waktu  yang  sama ditinjau dari hukum Islam?
Sedangkan Tujuan dari Penelitian ini adalah:
1. Sebagai pengembangan  wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum
perkawinan atau  dalam  hukum  Islam  disebut  fiqih Munakahat yang
mengatur mengenai perkawinan
2. Dapat menjadi  pegangan bagi masyarakat, terutama bagi para
mahasiswa  jurusan hukum agar mengetahui dan dapat menjelaskan
mengenai  pemberian Isbat nikah  sesuai  dengan ketentuan yang ada
dalam hukum Islam.
3. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan refrensi
pelengkap tentang pemberian Isbat nikah yang dilakukan oleh
Pengadilan Agama.
13
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Perkawinan di Indonesia
1. Pengertian Hukum Islam dalam Tata Indonesia
Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-
laki dengan seorang perempuan1. Unsur perjanjian disini untuk memparlihatkan
aspek kesengajaan dari suatu perkawinan serta pengampakannya kepada masyarakat
umum, sedangkan sebutan suci ditunjukkan kepada apek keagamaan. Unsur-unsur
yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud tujuan atau hikmah suatu
perkawinan.
Hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku saat ini adalah UU No.1 tahun
1974 tentang perkawinan (disingkat UUP) yang menggantikan hukum perkawinan
dalam kitab UU Hukum  perdata, Burgelijk Wetboek (Staatsbland 1917 No. 129)
yang dimaksud perkawinandalam UUP adalah ikatan lahir dan batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha
Esa.2
1 Sayuti Thalib, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.47
2 Himpunan Undang-undang RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(jakarta: Tr3nity,t.th), h.8
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Mengenai perintah Allah kepada manusia untuk menikah terdapat dalam Q.S.
Al Nur/24:32





Terjemahanya
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahanyamu yang laki-laki
dan hamba sahayamu yang perempuan, jika karena miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-nya dan Allah Maha Luas (pemberia-
nya) lagi Maha mengetahui.”3
Nabi Muhammad  saw. Memperkuat Firman Allah swt. Diatas dengan bersabda
 ِّﻨَﻟا: َْﻢﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋُ َ َ  ﻰَﻠَﺻ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗﺎﻜ هاور) ِّﻲﻨِﻣ َﺲْﯿَﻠَﻓ ْﻰِﺘﱠﻨُﺳ ِّﻦَﻋ َﺐِﻏَر ْﻦََﻤﻓ ﻰِﺘﱡﻨُﺳ ُح
(ﻢﻠﺴﻣو يرﺎﺨﺒﻟا
Artinya
Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti
termasuk golonganku dan barang siapa yang membenci sunnahku berarti
bukan termasuk golonganku’. (HR. Bukhori-Muslim)4
Dari ayat dan hadis diatas jelaslah perkawinan itu tidak hanya merupakan
ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja akan tetapi  ikatan kedua-duanya ikatan lahir.
Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang peria dan wanita untuk
hidup bersama  sebagai suami isteri, ikatan lahir ini merupakan hubungan forfmal
yang sifatnya nyata, bai bagi yang mengingatkan dirinya maupun bagi orang lain atau
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2002), h.549
4Hadist Bukhori Muslim., Bulugul Marom.
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masyarakat. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalia jiwa yang terjalin
karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara pria dengan seorang wanita
untuk hidup bersama sebagai suami isteri, sebagai tahap awal, ikatan batin ini diawali
dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan
perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama, ikatan ini tercermin dari adanya
kerukunan suami isteri yang yang bersangkutan, terjalin ikatan lahir dan batin
merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan
kekal. Perkawinan harus dilihat dari 3 sudut pandang yaitu:
1. Perkawinan dipandang dari segi hukum.
Dipandang dari segi hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian dalam
Q.S. Al Nisa/ 4: 21



Terjemahnya:
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka
(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”5
Sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan merupakan suatu perjanjian
ialah karena adanya:
a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu
denga akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
5Departemen Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelengara
Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, 2002), h. 81.
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b. Cara memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu
denga proses talak, kemungkinan fasak dan sebagainya
2. Segi sosial dari suatu perkawinan.
Dalam masyarakat pada bangsa ditemui suatu penilaian umum, ialah bahwa
orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih
dihargai dari mereka yang tidak kawin.
Perkawinan dipandang dari segi agama (aspek yang sangat penting) dalam  agama
perkawinan dianggap suatu ikatan suci, upacara perkawinan adalah upacara yang suci
dimana kedua belah pihak disatukan menjadi pasangan suami isteri atau saling
bersumpah untuk menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah
SAW.
Dalam Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
penjelasanya, peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan
Undang-Undang tersebut dan penjelasannya  tidak terdapat istilah nikah yang ada
istilah kawin. Kedua istilah nikah dan kawin itu dalam bahasa Indonesia sudah umum
dipakai oleh msyarakat dengan pengertian yang sama.
Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu
akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang
wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar
sukarela dan keridhan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup
berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang
diridhoi oleh Allah SWT.6
6 Ahmad Rafik, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003), h. 8
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Pengertian nikah menurut Islam adalah suatu upacara suci sesuai rukun dan
syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangun keluarga sakinah dalam jangka
waktu yang tidak terbatas.7 Pemikiran Islam yang lain juga memberikan batasan atau
pergantian perkawinan adalah perkawinan yang dlam istilah agama disebut nikah
ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang
laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua
belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa
kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.8
Bila diteliti mendalam, dari beberapa pengertian seperti yang dikemukakan
dapat disimpilkan bahwa pada dasarnya pemikir-pemikir tersebut mempunyai
pandangan yang sejalan mengenai perkawinan walaupun terdapat perbedaan maka
hal tesebut hanya disebabkan oleh sudut pandang yang dijadikan dasar dalam
pembagian lapangan hukum Islam, perkawinan termasuk dalam ruang lingkup
muamalah, yaitu bidang yang mengatur hubungan antara manusia dalam
kehidupannya didunia ini.
2. Rukun, Syarat, dan Tujuan Perkawinan
Perkawinan atau pernikahan salah satu ibadah dan memeliki syarat-syarat
sebagai mana ibadah lainnya. Syarat dimaksud tersirat dalam Undang-undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.rukun dan syarat menentukan suatu
perbutan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan
tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal
bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan dalam suatu acara
7 Machfud, Keluarga Sakinah ( Jakarta CV Citra Pelajar. 1971), h. 71
8Soemiyati, Hukum  Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan
(Yogyakarta;Liberty,1987), h.8
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perkawinan, rukun dan syarat merupakan suatu yang wajib dilakukan. Dalam arti
perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya
mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berbeda
dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya , sedangkan
syarat adalah  sesuatu yang berkaitan dengan dalam arti syarat yang berlaku untuk
setiap unsur  yang menjadi rukun.
Rukun perkawinanIslam :
1. Calon mempelai wanita dan pria
2. Wali dari calon mempelai wanita
3. Dua orang saksi (laki-laki)
4. Ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya
5. Qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria.9
Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari
Unsur-unsur rukun:
1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
a. Beragama Islam
b. Laki-laki
c. Jelas orangnya
d. Dapat memberikan persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat-syarat mempelai wanita adalah
a. Beragama Islam
9 Sapto S., Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Islam, www.wonosari.com (13 maret 2014)
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b. Perempuan
c. Jelas orangnya
d. Dapat diminta persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
Mahar sesuatu yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam
rukun, karena mahar tersebut tidak harus di sebutkan dalam akad perkawinan.
Undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan.
Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Dimna
syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun
perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan
sebagai mana yang terdapat dalam pasal 14. Yang keseluruhan dalam pasal tersebut
mengikuti fiqih syafi’I dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.
1. Akad Nikah
Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang
melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari
pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.
Ijab dari pihak wali siperempuan dengan ucapannya. “Saya kawinkan anak
saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. Qabul
adalah penerima dari pihak suami dengan ucapannya. ”Saya terima mengawini anak
Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuh kitab Al-Qur’an”.
Dalam Hukum Islam sebagimana terdapat dalam kitab fiqih akad perkawinan
itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad sebagai perjanjian
yang kuat yang disebut dalam Al-Qur’an dimana perjanjian itu bukan hanya
disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada
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waktu berlangsungnya akad pernikahan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.
Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk
sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut
ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama.
2. Laki-laki dan Perempuan yang Kawin
Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak
boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, sesuai dengan apa
yang diatur dalam Al-Qur’an. Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-
laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagi berikut :
a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya.
Baik menyangkut nama, jenis kelamin,keberadaan,dan hal lain yang
berkenaan dengan dirinya.
b. Keduanya sama-sama beragama Islam(tentang kawin lain agama
dijelaskan tersendiri)
c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan( tentang
larangan perkawinan dijelaskan tersendiri)
d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak
yang akan mengawininya.
e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan
perkawinan.
3. Wali dalam perkawinan
Adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak
terhadap dan atas nama orng lain. Keberadaan seorng wali dalam akad nikah adalah
sesuatu wajib ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.
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Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para
ulama. Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:
Wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan
yang akan kawin. Wali mu’thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan
bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. Dan wali hakim yaitu orang yang
menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa( amir
syarifuddin2004;59)
Dalam Al-Qur’an diatur mengenai pentingnya wali pada suatu pernikahan
yakni pada surah:
1. Al-Qur’an surah Annur ayat 32.






Terjemahnya :
“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,dan orang-orang
yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba
sahayamu yang perempuan)”.
2. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 221.




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








Terjemahnya :
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.”
Dari nash, kedua ayat Al-Qur’an tersebut tampak jelas ditunjukkan kepada
wali,  mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang
yang tidak beristri disatu pihak. Dan melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim
dengan wamita non-muslim,sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan
laki-laki non-muslim sebelum beriman. Andaikata wanita itu berhak secara langsung
menikahkan dirinya dengan seorang laki-lak, tanpa wali maka tidak ada artinya
Khitta ayat tersebut ditunjukkan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan
wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri haram hukumnya atau dilarang ( muh.
Idris ramulyo2006:4)
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4. Saksi
Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian
hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dan pihak-pihak yang barekad
dibelakang hari. Dalam menetapkan kedudukan  saksi dalam perkawinan ulama
jumhur yang yang terdiri dari ulama Syafi’iyah,Hanabila, menetapkan sebagai rukun
dalam perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyahdan Zahahiriyah menetapkan sebagai
sayarat. Pendapat yang sama di ungkapkanulama Malikiyah menurutnya tidak ada
keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan
adalah mengumumkannya namun diisyaratkan adanya kesaksian melalui
pengumuman. ( amir syarifuddin 2004: 59)
5. Tujuan perkawinan
Menurut perundangan didalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974
dikaatakn bahwa yang menjadi tujuan perkawinan yakni pembentukan keluaraga
yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan
pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang
menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah  untuk kebahagian suami
istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan
keluarga yang berifat parental. Dalam hukum adat sendiri tujuan perkawinan untuk
meneruskan keturunan menurut garis kebapaan atau keibuan sedangkan menurut
hukum agama Islam tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya
perzinaan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda
berdasarkan jamah ahli hadits hai para pemuda jika diantara kamu mampu dan
berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin (hilaman hadikusuma 2007: 21)
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Sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak
halal dipandang, dan aan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu
untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa nafsu terhadap wanita akan
berkurang. Selanjutnya Nabi berkata pula: barang siapa kawin dengan seorang wanita
karena agamanya, niscaya Allah akan memberikan karunia dengan harta, dan
kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam
lebih baik asalkan ia baragama.10
3. Larangan perkawinan dan perkawinan yang diharamkan
Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang
ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada
suatu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang.
Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan, larangan
perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan dimana di
atur mengenai perempuan-prempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh
seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini
seorang perempuan.larangan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 8
sampai dengan pasal 12 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ada 8 larangan
perkawinan antara laki-laki dan wanita :
Pertama : berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun
ke atas;
Kedua : berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara
seorang dengan saudara neneknya;
10Prof Dr R.M. sudikno mertokusumo SH. Pengantar hukum perdata tertulis (BW) penerbit
sinar Grafika Jakarta 2008 hal 65
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Ketiga : berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri, menantu,dan ibu
atau bapak tiri;
Keempat : berhungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan, dan bibi atau paman sususan;
Kelima :berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibiatau
kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;
Keenam : mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku dilarang kawin
Ketujuh : masi terikat tali perkawinan dengan orang lain
Kedelapan : antara suami istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang
lain dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh
melangsungkan perkawinan lagi,sepanjang hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain;
B. Perkawinan yang diharamkan
Bila salah satu rukun dari rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan
tersebut dinyatakan tidak sah. Akan tetapi jika yang tidak tepenuhi adalah salah satu
syarat dari syarat yang tedapat pada rukun perkawinan maka perkawinnya dianggap
fasid yang berarti perkawin tersebut hukumnya haram atau terlarang. Perkawinan
yang dilarang antara lain antara lain :
i. Nikah Mut’ah
Nikah mut’ah adalah istilah hukum yang biasa disebut perkawinan untuk
masa tertentu yang berarti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan
sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan
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sendrinya tanpa melalui proses perceraian. Sedangkan dalam perkawinan biasa tidak
ditentukan batas masa berlakunya atau disebut nikah Daim dalam nikah mut’ah rukun
nikah tidak ada yang dilanggar akan tetapi dari segi persyaratan ada yang tidak
terpenuhi dan hukum nikah mut’ah adalah haram.
ii. Nikah tahlil
Perkawinan tahlil ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan, namun
karna niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebanarnya
perkawinan ini dilarang oleh nabi dan pelakunya, baik laki-laki yang menyuruh
kawin( muhallal lah) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu( muhallil) dilaknat
Rasul Allah dan hukumnya haram. Hal ini terdapat dalam hadits Nabi dari Ibnu
Mas’ud  yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Nasai dan Al-Tirmidzi dan dikeluarkan
oleh empat perawi hadits selain Al Nazai yang bunyinya:
“Rasul Allah SAW bersabda mengutuk orang yang menjadi muhallil
(orang yang disuruh kawin) dan muhallal lah (orang yang merekayasa
perkawinan tahlil).”
iii. Nikah syighar
Dalam bentuk perkawinan ini yang menjadi maharnya adalah perbutan
mengawinkan  anaknya kepada seseorang , dalam arti kehormatan anaknya yang
dirasakan oleh orang yang mengawini itu. Kedua anak perempuan yang dikawinkan
oleh walinya itu sama sekali tidak menerima dan meraskan mahar dari perkawinan
tersebut, sedangkan mahar itu adalah untuk anak perempuan yang dikawinkan itu.
Bukan untuk wali yang mengawinkannya, yang tidak terdapat dalam perkawinan itu
adalah mahar secara nyata dan adanya syarat untuk saling mengawini dan
mengawinkan, maka dari itu hukumnya haram.
4. Poligami dalam ikatan perkawinan
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Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata
polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata
ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari
seorang.11 Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia:
“Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memeliki/mengawini beberapa
lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat
seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang perempuan.12”
Dalam perkataan sehari- hari yang dimaksud poligami adalah perkawinan
seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.
Kata yang dipakai dalam Undang-undang perkawinan maupun Peraturan-peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1983
adalah :
“seorang suami Yang beristeri lebih dari seorang”
Hal tersebut dapat dilihat  pada pasal 40 peraturan pemerintah No 9
tahun1975 misalnya,
“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka
ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”
Menurut syariat Islam, poligami atau ta’addud al-zaujat diartikan sebagai
kebolehan mengawini perempuan yang disenangi; dua, tiga, atau empat, kalau bisa
berlaku adil. Istilah poligami dalam fiqh (menurut Jumhur Ulama) adalah terbatas
pada empat wanita.13
11Ikhtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia, jilid V, ( Jakarta:1984),h. 2736
12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka,1988), h. 693.
13Supardi Mursalin, Menolak Poligami Studi tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam(
Yogyakarta; pustaka Pelajar,2007), h.16
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Dari beberapa pengertian diatas, poligami yang dimaksud adalah poligami
menurut pengertian masyarakat umum. Dalam hal ini untuk menghindari terjadinya
salah paham atau salah pegertian yang disebabkan telah memasyarakatnya istilah
tersebut di kalangan umum.
Beberapa landasan hukum pengaturan poligami di Indonesia, yakni Undang-
undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada hakikatnya menganut asas
monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami. Peraturan pemerintah No.
9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang NO. 1 tahun 1974 mengatur
prosedur poligami bagi masyarakat secara umum. Sedangkan peraturan pemerintah
No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah NO. 45 tahun 1990 secara surat Edaran
No. 08/SE/83 khusus mengatur izin poligami bagi pegawai negeri sipil. Selain itu,
inpres NO. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.14
Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih
dari satu isteri dalam waktu yang sama.15
Bertolak dari pengertian diatas, maka tampak jelas bahwa yang dimaksud
dengan “poligami” dalam sistem poligami khususnya dalam perkawinan islam
adalah seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari seorang tetapi tidak lebih dari
empat orang. Karena hal ini telah menjadi aturan dan norma dalam islam bahwa
kaum laki-laki yang mampu berbuat adil dalam segala aspek kehidupan rumah
tangganya, maka ia boleh mengawini perempuan sampai empat orang.
14Lihat Rosyidah Rakhmawati. “Poligami di Indonesia dilihat dari Aspek yuridis normatif”
Dalam rochayah machali, Wacana Poligami di Indonesia, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005),
h.38.
15Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta Gramedia Pustaka Utama,2004), h.
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Seseorang yang telah mengawini perempuan lebih dari empat orang, maka ia
telah mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup
suami isteri, hal ini Allah jelaskan dalam firman nya Q.S. An-Nisa (4): 3







Terjemahnya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.16
Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian,
tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.
Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun
ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi
Muhammad saw. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.
Pada ayat tersebut, terdapat suatu pengetahuan bagi laki-laki yang akan hidup
berpoligami. Artinya bahwa seorang laki-laki diperbolehkan oleh islam untuk
beristeri lebih dari satu, tetapi tidak lebih dari empat orang, dengan catatan ia
memeliki kemampuan untuk berlaku dan berprilaku adil terhadap isteri-isterinya itu.
16Departemen Agama RI., Alqur’an dan terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), h.115,
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Ringkasnya bahwa ayat tersebut diatas memberikan kelonggaran bagi seorang suami
untuk dapat  hidup berpoligami asal saja ia mampu hidup secara adil pada isteri-
isterinya. Namun jika seorang laki-laki itu merasa takut untuk tidak berlaku adil,
maka sebaiknya hanya memeliki isteri satu saja
Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas, dan tidak
mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak. Islam pada dasarnya
menganut sistem monogamy, dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya
poligami terbatas. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu
berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak
semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi
dengan syarat-syarat tertentu baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain
seperti:17
1. Jumlah isteri yang boleh dipoligami paling banyak empat
orang.seandainya satu diantarnya ada yang meninggal atau diceraikan,
suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi
empat orang pada waktu yang bersamaan.
2. Dimungkinkan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anaknya, yang menyangkut masalah lahiriayah seperti pembagian
waktu, pemberian nafkah dan hal-hal  yang menyangkut kepentingan
lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak dapat
berlaku adil secara hakiki.
Hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami terbuka, artinya
poligami hanya diperbolehkan terhadap orang yang menurut hukum dan agama yang
17 Supardi Mursalin, op. cit., h. 21.
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dianutnya mengizinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang. Selanjutnya
UUP memberikan batasan yang cukup ketat mengenai pengecualian tersebut yaitu
berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang dapat diterima, serta
harus mendapat izin dari pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3,4, dan 5
UUP.
Alasan yang dapat memungkinkan seorang suami diperbolehkan untuk
beristeri lebih dari seorang sebagai berikut:
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 4 ayat (2) UUP).
Apabila terdapat salah satu dari tiga hal di atas, suami dapat mengajukan
permohonan poligami kepengadilan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan
anak-anak mereka (pasal 5 UUP)
Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga
yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat, dibaawah naungan cinta
kasih dan ridha illah. Ketentuan Pasal 1 Undang-undang perkawinan menyatakan
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri degan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut memberikan
implikasi bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan wanita
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saja. Maka dapat di tarik kesimpilan  bahwa pasal 27 BW mengandung asas
monogami.
Dalam  pasal 3 ayat 1 Undang- undang perkawinan di jelaskan bahwa
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang suami
hanya boleh mempunyai seorang istri. Akan tetapi asas monogami yang di anut
dalam Undang-undang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya
bersifat mengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan
mempersulit dan mempersempit  penggunaan lembaga poligami  dan bukan
menghapuskan sama sekali sistem poligami. Seorang pria boleh melakukan poligami
asalkan memenuhi Persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam
Undang-undang perkawinan. Apabila di bandingkan dengan pelaksanaan peraturan
poligami menurut hukum Islamdan menurut Undang-undang perkawinan terdapat
perbedaan tetapi apabila dikaji lebih lanjut maka peraturan tersebut memiliki
persamaan tujuan 18.
Menurut Soemiyati bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh kedua peraturan
itu adalah agar terciptanya keluarga ( rumgah tangga ) yang bahagia, rukun, dan kekal
selama-lamanya. Di samping itu kedua peraturan tersebut menekankan bahwa
pelaksanaan poligami merupakan satu pengecualian yang hanya di perbolehkan bagi
seorang pria yang betul- betul memenuhi persyaratan yang harus di penuhi, jadi
setiap laki-laki boleh melaksanakan poligami.
Sedangkan Pegawai Negara Sipil, yang melangsungkan perkawinan pertama
termasuk yang sudah duda  atau janda yang akan melangsungkan perkawinan , wajib
meberitahukannya secara tertulias kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam
18Titik Triwulan Tutik. Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Jakarta; Prestasi Pustakaraya,
2006), h. 121
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waktu selambat- lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
Permintaan izin sebagaimana dimaksudkan diajukan secara tertulis  dan harus
mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristri lagi.
Permintaan izin itu diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki dan setiap atasan
yang menerima permintaan izin dalam lingkungannya.  Wajib mempertimbangkan
dan meneruskannya kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga
bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan itu.
Pejabat bersangkutan tidak memberi izin untuk beristri lebih dari seorang
apabila hal itu bertentangan dengan ajaran /peraturan Agama yang dianut pegawai
negara sipil bersangkutan. Tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat
kumulatif tersebut diatas, bertentangan degang peraturan perundang-undangan yang
berlaku, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau ada
kemungkinan menggangu pelaksanaan tugas kedinasan.19
Adapun syarat-syarat dalam poligami yang harus dipenuhi sesuai dengan
pasal 5 Undang-undang perkawinan yakni:
a. Adanya persetujuan dari istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
hidup istri-istri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak mereka.20
B. Isbat nikah
19 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung; Sumber Sari Indah, 2007),
h. 34.
20 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; Raja Garfindo Persada, 1995), h 172.
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Isbat secara bahasa adalah sumber yang menetapkan, dalam arti menganggap
sesuatu selalu tetap dan benar. Menurut para fuqaha, isbat adalah penetapan dalil
syar’I di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau
peristiwa yang terjadi.
1. Pengertian isbat nikah
Pengertian adalah putusan pengadilan dari perkara voluntair maupun
contentious yang di ajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik isteri,
suami, keluarga dari suami isteri tersebut maupun pejabat yang
berkepentingan.21
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan Itsbat
Nikah adalah sebagai berikut:
a. Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan
Agama setempat;
b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang
menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
c. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa
Pemohon telah menikah;
d. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;
e. Membayar biaya perkara;
f. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.22
3. Tujuan dari itsbat nikah
21 DR. H. Ahmad Fathoni, S.H. M. Hum., Isbat Nikah dan Masalah Sosial
22 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-
itsbat-nikah (15 April 2014)
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Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai
bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia,
4. Aturan Isbat dalam perundang undangan
Aturan Isbat dalam perundang undangan yakni terdapat dalam UU No.
1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2). Pada Dasarnya Pelaksanaan
Itsbat diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam
pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi penelitian
Penelitian dilakukan di pengadilan takalar. Adapun alasan memilih
pengadilan Agama Takalar sebagai lokasi penelitian karena pengadilan agama
tersebut merupakan pengadilan yang berwenang dalam menyelasaikan kasus-kasus
mengenai perkawinan umat Islam sehingga sesuai dengan data yang diperlukan
dalam melengkapi tulisan ilmiah ini.
B. Teknik Pengumpulan Data
Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagai mana yang diharapkan,
maka diperlukan pengumpulan data denan teknik sebagai berikut:
a. Interview (wawancara)
Yaitu salah satu teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab atau
suatu wawancara langsung, yakni dengan hakim di pengadilan Agama
takalar
b. Studi Dokumen (berkas)
Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan
mengkaji dokumen serta mengakaji bahan-bahan tulis lainya,  yang
berhubungan dengan objek penelititan
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C. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas:
a. Data primer
Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung, yakni
dipengadilan agama takalar
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan dokumen yang
releven dengan penelitian ini.
D. Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun data
sekunder selanjutnya disusun, diolah dan dianalisis secara kualitatif dan
dideskripsikan yang selanjutnya disimpulakan menjadi hasil penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Isbat nikah dalam waktu yang sama suami yang mengawini istri bersaudara
(Studi Kasus Nomor172/Pdt.P/2007/PA Takalar).
Sesuai dengan kewenngan pengadilan agama  berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
(b) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 juncto undang-undang Nomor 3 tahun 2006
junco undang-undang nomor 50 tahun 2009,  maka permasalahan perkawinan yang
berkaitan dengan isbat nikah atau pengesahan nikah dengan Nomor perkara
172/Pdt.P/2007/PA takalar merupakan konpetensi absolute paengadilan agama
takalar. Mengingat alamat pemohon (1) dan (II) yang berada di wilayah kabupaten
Takalar maka berdasarkan kompetensi relatif permaslahan tersebut merupakan
wewenang pengadilan agama Takalar yakni. Untuk memerikasa dan mengadili.
Mengenai duduk perkara, fakta-fakta serta pertimbangan hukum digunakan oleh
hakim dalam memutus perkara tersebut, akan diuraikan seagai berikut:
1. Kasus posisi
Pada tahun 1966 telah berlangsung perkawinan antara perempuan Besse Bau
Dg. Kebo Binti Majadi Dg. Sija dengan seorang laki-laki yang bernama Langsa
Romo. Dari pekerjaanya tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing
diberi nama, Nurmawati, Suaib, Nursina, Sumitro, Iskandar MZ. Sebelum menikah
dengan Besse Bau Dg Kebo ( isteri kedua dari Langsa Romo ) dalam hal ini sebagai
(pemohon 1)  laki-laki Langsa Romo pernah menikah dengan perempuan yang
bernama St. Ara Dg. Gowa  Binti Majadi Dg. Sija pada tahun 1952 dalam hal ini
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sebagai (pemohon II) yang merupakan isteri pertama dari Langsa Romo dan saudara
kandung dari Besse Bau Dg. Kebo. Dari perkawinannya tersebut ia dikaruniai 5 orang
anak akan tetapi 3 orang meninggal dunia dan 2 orang yang masih hidup yakni,
Syarifuddin(Muh.Amin) dan M Arif( Nasaruddin)
Alasan para (pemohon I dan II) mengajukan permohonannya kepengadilal
Takalar, bahwa untuk memperoleh pengesahan nikah atau penetapan nikah dengan
tujuan untuk mendapatkan pensiunan janda, dan uang duka pada PT.  Taspen cabang
Makassar atas meninggalnya Langsa  Romo. Dalam hal mengesahkan perkawinanya
isteri pertama ( St. Ara Dg. Gowa) telah mengajukan isbat nikah kepengadilan agama
Takalar namun permohonannya ditolak, sedangkan Besse Bau Dg. Kebo saudara
perempuannya yakni isteri kedua dari Langsa Romo dalam mengajukan isbat nikah
permohonannya dikabulkan oleh majlis hakim pengadilan agama Takalar. Oleh
karena memeriksa dan memutuskan perkara adalah kewenagan pengadilan agama
Takalar maka para pemohon isbat nikah memohon penetapan yang seadil-adilnya
kepada majlis hakim yang memutuskan perkara tersebut.
2. Petitum atau Permintaan Para Pemohon
Dalam hal permohonan isbat nikah, adapun petitum yang diajukan oleh isteri
pertama yakni St. Ara Dg. Gowa (pemohon II) adalah sebagai berikut:
a) Mengabulkan permohonan pemohon.
b) Menetapkan sah perkawinan/perkawinan pemohon dengan laki-laki
Langsa Romo di Lingkungan Kalampa, kelurahan kalabbirang, kecamatan
pattalassang, Kabupaten takalar pada tahun 1952.
c) Membebankan biaya perakara menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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Sedangkan petitum yang diajukan oleh isteri kedua yakni Besse Bau Dg.
Kebo (pemohon I)  adalah sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan pemohon.
2) Menetapkan sah perkawinan/ pernikahan pemohon dengan laki-laki
Langsa Romo yang dilaksanakan di lingkungan kalappo, kelurahan
mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar pada tanggal
7 maret 1966
3) Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Dasar Pertimbangan Hakim
Adapun dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam kasus
yang diajukan di pengadilan agama Takalar tersebut, yakni berdasarkan bukti-bukti
atau fakta yang ada dalam persidangan. Dalam perkara suami yang mengawini isteri
bersaudara merupakan suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan syariat
Islam dan dilarang. Dalam Al-Qur’an dan hadits dijelaskan bahwa mempersatukan
dua perempuan yang bersaudara dalam satu rumah tangga dapat menimbulkan
komflik antara kedua isteri yang mempunyai hubungan darah tersebut. Permasalahan
isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama Takalar tersebut, diselesaikan dengan
mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) yang mengatur
mengenai isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal
yang berkenaan dengan:
a. Adanya. perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b. Hilangnya Akta Nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
48
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang
nomor 1 tahun 1974.
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan
perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
Akan tetapi selain mengacu pada aturan tersebut, juga mempertimbangkan
kebudayaan atau adat yang berlaku di Kabupaten takalar agar putusan yang
dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian.  Adanya
fakta-fakta dalam persidangan yang berasal dari keterangan masing-masing pemohon
serta keterangan baik saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh
pemohon I dan II yang dapat dijadikan suatu acuan untuk memutuskan suatu perkara.
Agar terpenuhi tujuan hukum maka dalam perkara nomor 172/Pdt.P/2007/PA
Takalar, hakim menyelesaikan perkara tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa
bukti surat dan bukti saksi dari Besse Bau Dg. Kebo selaku (pemohon I) isteri kedua
dari Langsa Romo, dimana bukti yang pertama adalah bukti surat berupa:
1. Foto copi surat keterangan cerai laki-laki Langsa Romo dengan perempuan St
Ara Dg. Gowa binti Majadi Dg. Sija tertanggal 4 Maret 1966, telah bermatrai
cukup dan diberi kode P1.
2. Foto copy surat keputusan (SK) anggota TNI-AD atas nama Langsa  Romo
tertanggal 14 november 1973, telah bermatrai cukup dan diberi kode P2.
Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Besse Bau Dg. Kebo (pemohon I)
isteri kedua Langsa Romo, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah
adalah sebagai berikut :
Saksi pertama : Nurdin Dg. Lingka bin Masiking Dg. Sila, umur 64 tahun, agama
Islam, pekerjaan pensiunan PNS pada kantor kelurahan Sombala bella, bertempat
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tinggal di Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, kecamatan pattalassang , Kebupaten
Takalar memberikan keterangan:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi saudara kandung dengan suami
pemohon (Langsa Romo)
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan laki-laki Langsa Romo
dan mereka adalah suami isteri sah.
- Bahwa pemohon menikah dengan Langsa Romo di Lingkungan Kalappo,
Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangaraombang, Kabupaten Takalar pada
tanggal 7 Maret 1966 dinikahkan oleh Pabuyang Dg. Situ (imam kalappo).
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Majadi Dg. Sija ( bapak kandung
pemohon) dengan surat rela karena pemohon menikah secara kawin lari (miggat)
- Bahwa yang menjadi saksi nikah  adalah saksi sendiri (Nurdin Dg. Lingka) dan
Dg. Nojeng.dengan mahar sejumlah 56 real.
- Bahwa pemohon dengan suaminya sepupu satu kali namun tidak pernah
sesusuan.
- Bahwa sela perkawinan pemohon dengan suaminya tidak pernah ada pihak-
pihak yang keberatan bahwa antara pemohon dengan suami (Langsa Romo)tidak
boleh dinikahkan , karena suami pemohon telah menalak (menceraikan) isteri
pertamanya yang bernama St Ara Dg. Gowa binti Majadi Dg. Sija.
- Bahwa pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama,
Nurmawati, Suaib, Nursina, Sumitro, Iskandar  MZ.
- Bahwa pada waktu menikah, permohon berstatus gadis sedang suaminya
berstatus duda.
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- Bahwa suami pemohon Langsa Romo telah meninggal dunia pada tanggal 22
september  2007 dan semasa hidupnya telah menikah dua kali, yang pertama
dengan St Ara Dg. Gowa binti Majadi Dg Sija namun telah diceraikan  dan yang
kedua dengan pemohon.
- Bahwa yang mengurus surat perceraian antara suami pemohon dengan isteri
pertamanya adalah Kapten Rangka ( Anggota TNI-AD) sejak itu isteri pertama (
St. Ara Dg. Gowa binti Majadi Dg. Sija) tidak pernah menemui atau ketemu
dengan suami pemohon ( Langsa Romo)
- Bahwa pemohon tidk memeliki pekerjaan sedang suaminya adalah pensiunan
anggota TNI-AD.
- Bahwa pemohon mengajukan isbat nikah untuk persyaratan mengurus dan
mendapatkan tunjangan pensiunan janda pada PT.Taspen Cabang Makassar.
Saksi kedua : Karedosi Dg. Ngidaeng binti Misiking Dg. Sila, umur 75 tahun, Agama
Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ballo II, Kelurahan  Sombala Bella,
Kecamatan pattallassang, Kebupaten Takalar, memberikan keterangan:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi saudara kandung dengan suami
pemohon (Langsa Romo)
- Bahwa saksi tidk hadir pada waktu pemohon menikah, tapi saksi mengetahui
suami pemohon bernama Langsa Romo karena  mereka telah hidup berumah
tangga.
- Bahwa pemohon menikah pada  tanggal 7 Maret 1966 di Lingkungan Kalappo,
Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangaraombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan pemohon dengan
suaminya saat menikah.
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- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Majadi Dg. Sija ( bapak kandung
pemohon) dengan surat rela karena pemohon menikah secara kawin lari (miggat)
- Bahwa pada waktu pemohon menikah saksi tidak menegetahui siapa yang
menjadi saksi nikah dan berupa apa maharnya.
- Bahwa pemohon dengan suaminya sepupu satu kali namun tidak pernah
sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suaminya tidak pernah ada pihak-
pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama,1
Nurmawati,2 Suaib,3 Nursina,4 Sumitro,5 Iskandar  MZ.
- Bahwa pada waktu menikah, permohon berstatus gadis sedang suaminya
berstatus duda
- Bahwa pemohon adalah isteri kedua Langsa Romo yang pertama bernama St Ara
Dg. Gowa binti Majadi Dg. Sija (saudara kandung pemohon) namaun telah di
ceraikan karena ayah kandung dan saudara pemohon serta imam kalappo tidak
mau menikahkan pemohon sebelum ada surat perceraian dengan isteri pertama.
- Bahwa yang mengurus surat perceraian antara suami pemohon dengan isteri
pertamanya adalah Kapten Rangka ( Anggota TNI-AD) sejak itu isteri pertama (
St. Ara Dg. Gowa binti Majadi Dg. Sija) tidak pernah menemui atau ketemu
dengan suami pemohon ( Langsa Romo)
- Bahwa suami pemohon Langsa Romo telah meninggal dunia pada tanggal 22
September 2007.
- Bahwa pemohon tidak memiliki pekerjaan sedang suaminya adalah pensiunan
anggota pensiunan TNI-AD.
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- Bahwa pemohon mengajukan isbat nikah untuk persyaratan mengurus dan
mendapatkan tunjangan pensiunan janda pada PT.Taspen Cabang Makassar
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan, menerima
dan membenarkan, selanjutnya pemohon tidak lagi mengajukan bukti-bukti atau
keterangan apapun selain mohon penetapan.
Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan dalam perkara
ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini.
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana
telah terurai dimuka.
Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa ia adalah isteri yang sah
dari Langsa Romo yang menikah pada tanggal 7 maret 1966 di lingkungan kalappo,
Kelurahan Mangadu, Kecamatan  mangarabombang, Kabupaten  Takalar, dinikahkan
oleh pabuyang Dg. Situ/imam kalappo yang menjadi wali nikah adalah majadi Dg.
Sija (bapak kandung pemohon) dengan surat rela (perwalian) saksi nikah adalah
nurdin Dg. Lingka dan Dg. Nojeng dengan mahar berupa uang sejumlah 56 real.
Menimbang. Bahwa pemohon mengajukan isbat nikah karena pernikahan
pemohon tidak tercatat dan belum mempunyai buku kutipan Akta Nikah sebagai
persyaratan untuk mengurus dan mendapatkan pensiunan janda  dan lain-lain yang
menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang  Makssar.
Menimbang. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan
keterangan saksi tersebut serta hal-hal yang terungkap didepan persidangan, diperoleh
fakta pernikahan pemohon dengan Langsa Romo pada tanggal 7 Maret 1966 di
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Lingkungan kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kebupaten
Takalar telah dilaksanakan  menurut ketentuan syariat Islam.
Menimbang, bahwa menurut adat istiadat setempat apabila ada orang yang
serumah tidak pernah menikah atau tidak sah nikahnya maka masyarakat  keberatan
dan melempari rumah tersebut oleh sebab itu majelis hakim dapat mengabulkan
permohonan pemohon.
Menimbang, bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa suami pemohon telah
menikah dua kali, yang pertama dengan perempuan St Ara Dg. Gowa binti Majadi
Dg. Sija ( saudara kandung pemohon) namun telah diceraikan berdasarkan bukti P I,
sejak perceraian tersebut isteri pertama tidak lagi menemui suami pemohon sampai
meninggal dunia pada tanggal 14 September 2007, selama pernikahan pemohon
dengan laki-laki Langsa Romo hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteridan
telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama 1.Nurmawati 2.Suaib. 3.
Nursina 4. Sumitro 5.Iskandar MZ, dalil- dalil pemohon tersebut telah diperkuat oleh
keterangan dua orang saksi yang telah bersumpah difepan persidangan.
Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim
berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan laki-laki Langsa Romo tidak terdapat
halangan syar’i untuk melangsungkan perkawinan kerena isteri pertama suami
pemohon  St Ara Dg. Gowa binti Majadi Dg. Sija sebagai saudara kandung pemohon
telah diceraikan sebelum suami pemohon (Langsa romo) menikahi pemohon dan
sekiranya ada halangan yang dimksud tentulah pihak-pihak yang mengetahui baik
dari pihak keluarga ataupun tetangga akan mengajukan keberatan, sehingga dengan
demikian dalil-dalil permohonan dinyatakan telah terbukti.
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Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan itu dapat dibuktikan degan akta nikah, dapat
diajukan isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas diantaranya
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum
berlakunya undang- undang nomor 1 tahun 1974.
Menimbang, karena perkawinan pemohon dengan Langsa Romo tidak dapat
dibuktikan dengan akta nikah, sedangkan perkawinan pemohon tersebut
dilangsungkan jauh sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, maka
perkawinan pemohon tersebut dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama
Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.
Menimbang, bahwa perkawina yang dapat diajukan isbat nikahnya adalah
perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam  perkawinan sebagaimana
Ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan
diantara pasangan suami isteri tersebut tidak terdapat halangan syar’i untuk
melangsungakan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 Jo. Pasal 41 Kompilasi Hukum  Islam.
Menimbang, karena perkawinan pemohon dengan Langsa Romo telah
dilangsungkan menurut ketentuan syar’i islam dan diantara keduanya tidak terbukti
ada halngan syar’i untuk melakukan perkawinan maka perkawinan pemohon dengan
Langsa Romo dapat dinyatakan sebagai perkawinan sah.
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Menimbang, karena dalil-dalil pemohon telah terbukti dan telah sejalan
dengan maksud pasal-pasal tersebut, maka dalil-dalail permohonan tersebut telah
beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.
Menimbang, bahwa  berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006,
segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon.
Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum
lainnya yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini.
Sedangkan bukti yang diajukan oleh St Ara Dg. Gowa (pemohon II) isteri
pertama dari Langsa  Romo yaitu berupa bukti tertulis dan bukti saksi. Bukti tertulis
sebagai berikut:
1. Foto copy kartu isteri (bukti P1)
2. Foto copy SK pengangkatan Langsa  Romo sebagai anggota TNI-AD
(bukti P2)
3. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan
Sombala Bella tanggal 22 September 2007 (bukti P3)
4. Foto copy surat keterangan nikah nomor 19/1.B/52 tertanggal 1 November
1952 yang dikelaurkan oleh imam kampong ballo (bukti P4)
5. Foto copy surat pembayaran pension terusan nomor 11827/CU.06/102007
yang dikeluarkan oleh kepala kantor Cabang  PT.Taspen Makassar (bukti
P5)
Adapun saksi yang diajukan oleh St Ara Dg. Gowa dalam hal ini (pemohon
II) isteri pertama Langsa  Romo adalah:
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Saksi pertama: Manggisi Dg. Rannu Binti Lakonna Dg. Siama pada pokok
perkaranya menerangkan:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah kemanakan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan suaminya Langsa Romo.
- Bahwa pekerjaan suami pemohon adalah TNI-AD
- Bahwa pemohon menikah dengan Langsa romo pada tahun 1952 dinikahkan oleh
Muhammad Sarapa/imam Sobala Bella dan menjadi wali nikah Dg. Sija/bapak
kandung pemohon dengan mahar uang sejumlah 28 real atau senilai  Rp 56 dan
saksi nikah adalah Dg. Taba dan Dg. Nappa
- Bahwa pemohon telah dikaruniai lima orang anak, tiga meninggal dan dua masih
hidup yaitu Syarifuddin dan Muh. Arif.
- Bahwa pada waktu menikah dengan suaminya, berstatus gadis dan bujangan dan
tidak sesusuan.
- Bahwa Langsa  Romo dua kali menikah yang pertama adalah pemohon pada
tahun 1952 dan pernikahan yang kedua dengan Basse Bau Dg. Kebo pada tahun
1966 keduanya bersaudara kandung.
- Bahwa pernikahan suami pemohon dengan Basse Bau Dg.Kebo diawali dengan
kawin lari (nnyala)
- Bahwa Basse Bau Dg.Kebo dengan Langsa  Romo adalah abbaji (dengan
keluarganya dan yang menerima adalah orang tua) tidak bisa sama-sama lagi
dengan St Ara Dg. Gowa
- Bahwa sejak menikah dengan Bahwa Basse Bau Dg.Kebo, Langsa Romo tidak
bisa sama-sama lagi dengan St Ara Dg. Gowa.
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- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak bisa sama-sama lagi karena dilarang
oleh pamannya yang bernama Letnan Rangka sebab St Ara Dg. Gowa bersaudara
kandung dengan Basse Bau Dg. Kebo.
- Bahwa setelah menikah dengan Basse Bau Dg.Kebo Langsa Romo tinggal
bersama sampai Langsa  Romo meninggal dunia.
- Bahwa langsa romo meninggal pada bulan September 2007 karena sakit di isteri
kedua Basse Bau Dg.Kebo.
- Bahwa yang merawat waktu sakit adalah Basse Bau Dg.Kebo sedangkan St Ara
Dg. Gowa. Tidak pernah datang membesuk sampai meninggal dan dikuburkan.
- Bahwa St Ara Dg. Gowa. Tidak datang karena marah sejak Langsa Romo
menikah dengan saudaranya dan juga tidak pernah lagi sama-sama sebab tidak
bisa dikumpulakan dengan dua orang bersaudara.
- Bahwa Langsa Romo tidak bersama lagi sejak menikah dengan Basse Bau
Dg.Kebo kurang lebih 41 tahun
- Bahwa Langsa Romo memberikan biaya kepada anaknya yang ada pada St Ara
Dg. Gowa.
- Bahwa suami pemohon sejak menikah dengan Basse Bau Dg. Kebo, Langsa
Romo hanya sekali-kali kerumah pemohon karena telah menganggap pemohon
sebagai saudara kandung.
- Bahwa pemohon mengajukan isabth nikah untuk mengurus administrasi agar
dapat memperoleh pensiunan janda, uang duka, dan lain-lainya yang menadi hak
pemohon pada PT.Taspen.
Saksi kedua: Fatimah Dg. Tinggong binti Musibi Dg.Bundu pada pokoknya
menerangkan:
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- Bahwa saksi mengenal pemohon karna bersepupu dua kali.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon, tetapi hanya diberitahu
bahwa pemohon telah menikah dengan Langsa Romo dan saksi lama bertetangga
dengan pemohon.
- Bahwa Langsa Romo adalah tentara.
- Bahwa pemohon menikah dengan Langsa Romo di lingkungan kalampa pada
tahun 1952 dan yang menikahkan adalah imam Sombala Bella Sarapa Dg. Sura.
- Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan suaminya pemohon berstatur gadis
dan bujang tidak sesusuan.
- Bahwa Langsa  Romo dua kali menikah yang pertama adalah pemohon pada
tahun 1952 dan pernikahan yang kedua dengan Basse Bau Dg. Kebo pada tahun
1966 keduanya bersaudara.
- Bahwa pernikahan suami pemohon dengan Basse Bau Dg. Kebo pada tahun
1966 keduanya bersaudara kandung.
- Bahwa pernikahan suami pemohon dengan Basse Bau Dg. Kebo di awali dengan
kawin lari (annyala)
- Bahwa sewaktu menikah dengan Basse Bau Dg. Kebo orang tua pemohon
memberikan surat rela (persetujuan)
- Bahwa Langsa Romo dengan Basse Bau Dg. Kebo sudah abbaji (damai) dan
ditrima oleh orang tua dan keluarga pemohon.
- Bahwa sejak Langsa Romo menikah hanya sekali-kali datang menemui anaknya
dan tidak pernah bermalam.
- Bahwa Langsa Romo telah meninggal dunia pada bulan September 2007
dirumah Basse Bau Dg. Kebo karena sakit asma.
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- Bahwa sejak sakit sampai dikuburkan pemohon tidak pernah datang  membesuk
Langsa Romo.
- Bahwa sejak Langsa romo menikah dengan saudaranya pemohon Basse Bau Dg.
Kebo Langsa  Romo tidak pernah lagi hidup bersama pemohon
- Bahwa sejak Langsa Romo menikah dengan saudara pemohon Basse Bau Dg.
Kebo Langsa Romo datang hanya sebagai saudara kandung.
- Bahwa pemohon mengajukan isbat nikah karena tidak mempunyai Buku Kuitpan
akta nikah sebagai peengkap administrasi unutuk pengurus pensiunan  janda,
uang duka, dan lain-lainnya manjadi hak pemohon pada PT.Taspen
Bahwa atas keterangan kedua saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan
menerima dan membenarkannya.
Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi
selain mohon penetapan.
Bahwa untuk singakatnya uaraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang , bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah
dengan adil-adil pada pokoknya bahwa pemohon St Ara Dg. Gowa telah menikah
dengan lelaki Langsa Romo pada tahun 1952 di Lingkungan Kalampa, Kelurahan
Kalabbirang , Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dan yang menikahkan
M.S Dg. Sura Imam Sombala Bella dengan wali nikah adalah bapak kandung
pemohon Majadi Dg. Sija denagn mahar 28 real senilai Rp 56 disaksikan oleh Dg.
Taba dan Dg. Nappa dalam perkawinannya, telah dikaruniai 5 orang anak, 3 orang
60
meninggal dunia dan 2 orang masih hidup, suami pemohon telah meninggal dunia
pada tanggal 22 September 2007 dan tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah
untuk persyaratan mengurus dan mendapatkan pensiunan janda, uang duka dan lain-
lain yang menjadi hak pemohon pada PT.Taspen Cabang Makassar.
Menimbang, bahwa untuk mebuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon
telah mengajukan bukti tertulis yaitu P1 s/d P5 dalam bentuk foto copy tidak
bermatrai, maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan dan pemohon juga
menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama mangisi Dg. Rannu binti
Lakonna  dan Fatimah Dg. Tinggong binti Musibi Dg. Baddu yang meberikan
keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dapat
diterima, adapaun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan
dua saksi tersebut pada pokoknya:
 Bahwa St Ara Dg. Gowa telah menikah dengan laki-laki Langsa Romo pada
tahun 1952 dinikahkan oleh Sarapa Dg. Sura/imam Sombala Bella dengan
wali nikah Majadi Dg. Sija/ bapak kandung pemohon dan maharnya berupa
uang sejumlah 28 real senilai Rp 56 disaksikan oleh Dg Taba dan Dg. Nappa,
selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara pemohon dengan
isterinya tidak ada hubungan sesusuan dan sebelum menikah keduanya
bersatatus gadis dan bujang.
 Bahwa Langsa Romo mempunyai 2 orang isteri, yang pertama pemohon dan
yang kedua Basse bau Dg. Kebo pemohon dan Basse Bau  Dg. Kebo
bersaudara kandung.
 Bahwa sejak Langsa romo menikah dengan saudara pemohon( Basse Bau
Dg.Kebo) Langsa Romo tidak pernah lagi sama-sama dengan pemohon
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karena tidak dibiarkan lagi hidup bersama dengan suaminya oleh paman
pemohon yang bernama Letnan Rangka, orang tua pemohon  dan keluarga.
 Bahwa sejak Langsa Romo menikah dengan Basse Bau Dg. Kebo pada tahun
1966, Langsa Romo menganggap pemohon sebagai saudara dan tidak lagi
sebagai isteri sampai Langsa Romo  meninggal dunia ( selam kurang lebih 41
tahun)
 Bahwa Langsa Romo  meninggal dunia pada bulan September 2007 karena
sakit dirumah Basse Bau Dg. Kebo
 Bahwa pemohon tidak pernah datang sejak sakit sampai dikuburkan.
Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta
sebagai berikut:
1. Bahwa pemohon dengan Langsa Romo pada tahun 1952 dan hidup rukun
dengan suami pemohon  sampai pada tahun 1966.
2. Bahawa pada tahun 1966 suami langsa Romo menikah degan saudara
kandung pemohon yang bernama Basse Bau  Dg. Kebo diawali dengan
minggat ( annyala)  susami pemohon bersama Basse Bau Dg. Kebo dan telah
damai ( abbaji) dan yang menerima adalah orang tua pemohon  dan keluarga.
3. Bahwa sejak suami pemohon menikah, suami pemohon telah menganggap
pemohon sebagai saudara kandung sehingga suami pemohon dan pemohon
tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri.
4. Bahwa paman pemohon yang bernama Letnan Rangka dan keluarga tidak
mengizinkan lagi pemohon dengan suaminya hidup bersama sebagai suami
isteri.
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5. Bahwa sejak tahun 1966 sampai meninggalnya suami pemohon Langsa
Romo pada tanggal 22 September 2007 selam kurang lebih 41 tahun,
pemohon tidak barsama lagi dengan Langsa Romo.
6. Bahwa sejak sakit sampai meninggal dan dikuburkan pemohon tidak pernah
datang
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dihubungakan dengan
keterangan saksi serta hal yang terungkap  dipersidangan, diperoleh fakta bahwa
pernikahan pemohon dengan Langsa Romo di Lingkungan Kalampa, Kelurahan
kalabbirang, Kecamatan pattalassang, Kabupaten Takalar telah dilaksanakan menurut
ketentuan syariat Islam
Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata
perkawinan pemohon dengan lelaki Langsa Romo terjadi pada tahun 1952, dengan
demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya  Undagn-undag nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan, berdasarkan pasal 2 ayat 3 huruf d isbat nikah dapat
diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan yang dilaksanakan
sebelum adanya Undang-undang nomor 1tahun 1974, maka perkawinan pemohon
dengan Langsa  Romo adalah sah
Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan isbat nikah  adalah untuk
mendapatkan tunjangan pensiunan  janda, uang duka dan lain-lain pada PT.Tapen
Cabang Makassar, menurut versi pemohon, maka Majelis hakim  mempertimbangkan
keterangan saksi yang mengatakan setelah suami pemohon menikah dengan saudara
kandung pemohon, maka suami pemohon telah menganggap pemohon sebagai
saudara kandung leh sebab itu tidak berhak lagi menerima pansiunan janda.
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Menimbang, bahwa pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-
saksi tersebut, sehingga sejak tahun 1966 sampai meninggalnya Langsa Romo pada
tanggal 22 September 2007 pemohon dan Langsa Romo tidak hidup sebagai suami
isteri.
Menimbang, bahwa bedasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim
berkesimpulan telah terjadi perceraian antara pemohon dengan Langsa Romo
sebelum Langsa Romo menikah dengan Basse Bau Dg. Kebo  karena perkawinan
suami pemohon dengan Basse Bau Dg. Kebo direstui oleh orang tua dan keluarga
pemohon dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam perkara isbat nikah
nomor 172/Pdt.P/2007/PA Takalar yang diajukan pleh Basse Bau Ddg. Kebo binti
Majadi Dg. Sija (saudara kandung pemohon) bahwa suaminya (Langsa Romo) telah
bercerai dengan St Ara Dg. Gowa pada tanggal 4 Maret 1966 sebelum Langsa Romo
mengawini Basse Bau Dg. Kebo sesuai dengan surat keterangan cerai yang diajukan
oleh Basse Bau Dg. Kebo dalam perkara tersebut diatas.
Menimbang, bahwa sewaktu masih hidup Langsa Romo, pemohon  tidak
pernah lagi diberikan gaji bulanan sampai Langsa Romo meninggal dunia karena
telah bercerai sejak tahun 1966, dan telah kawin dengan Basse Bau Dg. Kebo.
Menimbang, bahwa yang berhak menerima gaji pensiun janda adalah isteri
yang ditinggalkan oleh suami dan yang memelihara sampai mati (meninggal dunia)
sedangkan St Ara Dg. Gowa telah bercerai.
Menimbang, bahwa pada waktu menikah Lakngsa Romo dengan Basse Bau
Dg. Kebo dan telah hidup bersama selam kurang lebih 41 tahun lamanya dan tidak
ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.
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Menimbang, bahwa sejak tahun 1966 suami pemohon telah menikah dengan
saudara kandung pemohon yang bernama Basse Bau Dg. Kebo dan sejak itu suami
pemohon dan pemohon tidak sama-sama lagi.
Menimbang. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan isbat nikah
adalah untuk mengurus pensiunan janda, uang duka dan lain-lain di PT. Taspen,
sedangkan itu menjadi gugur haknya berhubungan karena bukan lagi suami isteri.
Menimbang. Bahwa yang berhak manerima pensiun janda adalah isteri yang
hidup bersama Langsa romo sampai Langsa Romo meninggal dunia, karena tidak
terbukti St Ara Dg. Gowa dengan Langsa Romo masih suami isteri, oleh sebab itu
majlis hakim menolak permohonan-pemohon.
Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua orang saksi tersebut
menyatakan bahwa Langsa Romo hanya sebagai saudara kandung saja St Ara Dg
Gowa oleh sebab itu menurut hukum Islam bahwa siapa saj yang mempersamakan
saudara dengan isteri itu haram hukumya sebagai suami isteri.
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
pemohon.
Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan
hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.
Adapun pertimbangan fakta serta data yang diperoleh yakni berdasarkan hasil
wawancara dengan Syahrul  Fahmi, salah seorang hakim pengadilan Agama takalar.
Mengatakan bahawa isbat adalah pengesahan nikah atau biasa juga disebut penetapan
nikah dimana pengertian isbat nikah sendiri tidak diatur secara rinci baik di dalam
Kompilasi Hukum Islam maupun didalam peraturan perundang-undangan nomor 1
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tahun 1974. Lebih lanjut Syahrul Fachmi menambahkan bahwa pada dasarnya
didalam Islam tidak dikenal dengan adanya perkawinan antara perempuan
bersaudara, sebab Al-Qur’an  dan hadits tidak membenarkan hal tersebut karena
secara hukum agama maupun dalam hukum Adat  dua bersaudara tidak boleh
disatukan dalam rumah tangga (wawancara 02 April 2014)
Namun perlu dipahami bahwa jika terjadi perkawinan antara perempuan
bersaudara, dalam Kompilasi Hukum  Islam perkara seperti ini sangatlah kasuistis.
Dikatakan kasuistis  sebab hakim dapat memutus perkara tersebut secara berbeda
tergantung  dari kasusnya. Dimana mengenai hal ini tergantung dari cara hakim
menilai mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan perkawinan dalam suatu kasus
perkawinan seperti ini dan memenuhi unsure kepastian dan kememanfaatan
didalamnya ( wawancara 02 April 2014)
Merujuk  pada ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum,isabth nikah dapat
dijadikan ke Pengadilan Agama yang mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan:
- Adanya perkawina dalam rangka penyelesaikan perakwinan
- Hilangnya aka nikah
- Adanya keraguan tentang saah atau tidaknya salah satu sayrat perkawinan
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1
tahun 1974;
- perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974
ini berarti bahwa  dalam  hal perkawinan yang belum mempunyai keabsahan
atau perkawinan yang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat di ajukan
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isbat nikah asalkan segala rukun  dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi dan
sesuai ketentuan hukum Islam  dan hukum negara maka dapat diajukan isbat nikah.
Terkait permasalahan isbat nikah yang diajukan oleh istri pertama dan istri
kedua yang didaftarkan di Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor
172/Pdt.P/2007/PA Takalar hakim memberikan putusan. Dalam putusan tersebut
hakim mengabulkan permohonan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh istri
kedua dan menolak permohonan
isbat nikah yang diajukan oleh istri pertama. Dalam putusan permohonan
isbat nikah yang menyangkut perkawinan tersebut mengacu pada ketentuan
Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
dimana dalam hal perkara permohonan isbat nikah tersebut mempertimbangkan
aspek kejelasan terhadap fakta yang ada dan kepastian.
Dalam mengabulkan suatu permohonan isbat nikah hakim  dapat
mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan agar dapat memutus
perkara isbat nikah yang diajukan oleh istri pertama dan istri kedua. Bahwa isbat
nikah yang diajukan oleh istri kedua dikabulkan oleh majelis hakim sebab syarat dan
rukun perkawinannya telah terpenuhi dan dianggap sah untuk mengajukan isbat
nikah, dan tujuannya adalah untuk mengesahkan perkawinannya selain itu untuk
mendapatkan tunjangan uang duka,dan pensiunan janda disertakan dengan bukti surat
foto copy surat keterangan cerai lelaki Langsa Romo dengan St. Ara Dg. Gowa  binti
Majadi Dg. Sija tertanggal 4 Maret 1966, telah bermaterai cukup dan diberi kode P1.
Serta saksi yang diajukan oleh istri kedua yang telah didengar keterangannya
dibawah sumpah.
\
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Sedangkan isbat nikah yang diajukan oleh istri pertama tidak dikabulkan oleh
hakim dengan alasan, pemohon telah ditalak (diceraikan) oleh suaminya. Tujuan istri
pertama mengajukan permohonan isbat nikah tidak dapat dibenarkan, karena hanya
untuk mendapatkan uang duka dan pensiunan janda. Bila dilihat dari fakta yang ada
istri pertama tidak lagi mempunyai hak untuk mendapatkan uang duka dan pensiunan
janda karena sudah tidak terikat perkawinan dengan suaminya, sehingga tidak
mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan isbat nikah.
Bertitik tolak pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim
dalam mengabulkan penetapan isbat nikah dalam perkara perkawinan tersebut.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berdasarkan hasil wawancara dengan
Syahrul Fachmi, salah seorang hakim yang menangani perkara tersebut berpendapat,
dalam mengabulkan permohonan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh istri
kedua dari Langsa Romo yakni Basse Bau Dg.Kebo (pemohon I). Majelis hakim
mempertimbangkan bahwa telah terjadinya perkawinan sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara Basse Bau Dg. Kebo (istri kedua) dengan
seorang laki-laki yang bernama Langsa Romo di Lingkungan
Kalappo,KelurahanMangadu, Kecamatan  Mangarabombang, Kabupaten
Takalar pada tanggal 7 Maret 1966, dan dinikahkan oleh Pabuyang Dg. Situ (Imam
Kalappo). Adapun yang menjadi wali nikah adalah Majadi Dg. Sija (bapak kandung
pemohon) dengan surat rela karena pemohon menikah secara kawin lari (minggat).
Sehingga sesuai dengan fakta yang diperoleh baik dari bukti surat yang muncul dan
di sertai keterangan saksi dalam persidangan dan telah sejalan dengan maksud pasal 7
Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan
dengan Akta nikah dapat mengajukan isbat nikah dan ditambah dengan berdasarkan
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keyakinan hakim. Seperti yang telah diuraikan mengenai dasar pertimbangan hakim
dalam mengabulkan permohon isbat nikah (wawancara, 02 April 2014).
Apa yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut bukanlah
putusan yang contra legem, karena pada dasarnya penetapan tersebut sudah sesuai
dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam Al-Qur’an serta Hadist.
Dalam penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang
diajukan oleh istri kedua sebab syarat dan rukun perkawinannya telah terpenuhi oleh
karena itu dianggap sah dan sudah  sesuai dengan aturan yang ada untuk mengajukan
isbat nikah. Mengenai hal ini juga telah diuraikan sebelumnya dalam dasar
pertimbangan hukumnya. Dalam setiap perkara hakim berupaya untuk memberikan
yang terbaik, sehingga apapun yang menjadi pertimbangan hukum yang melahirkan
putusan hakim dalam  penyelesaian suatu perkara adalah demi keadilan. Penting
untuk diketahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci
mengenai perkawinan antaraperempuan bersaudara. Sehingga hakim dapat
melakukan interpretasi ataupun penafsiran atas aturan tersebut. Asalkan penafsiran
tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada serta dapat tercapainya keadilan
sebagaimana yang diharapkan. Sehingga mengenai hal ini, hakim diharapkan dapat
lebih bijaksana dalam memutuskan suatu perkara perkawinan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satu yang dapat menjadi pertimbangan
dalam pengambilan putusan oleh hakim yakni hukum Adat atau kebiasaan yang
berkembang dalam masyarakat sekitar. Hal tersebut dibenarkan asalkan tidak
menyimpang dari hukum Islam yang merupakan pegangan  dalam memberi putusan
di Pengadilan Agama.
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Sedangkan menurut Kartini Suang, salah seorang hakim di Pengadilan Agama
Takalar bahwa, jika terjadi perkawinan antara perempuan bersaudara   bila   ditinjau
dari segi agama, maka laki-laki  tersebut harus menceraikan salah satu isterinya.
Akan tetapi jika ditinjau dari segi hukumnya, haruslah diperhatikan keabsahan
perkawinan tersebut. Jika terdapat perkara perkawinan yang disebabkan oleh adanya
penyimpangan maka perlu diperhatikan, perkawinan mana yang sah secara hukum
negara dan juga agama. Namun di dalam masyarakat Adat pun tidak
memperbolehkan perkawinan seorang laki-laki menikahi dua perempuan bersaudara.
Jika terdapat perkara perkawinan seperti itu, maka penyelesaiannya  tergantung pada
situasi dalam suatu kasus. Lebih lanjut menurut Kartini Suang,
“jika dua orang isteri mengajukan penetapan perkawinan dalam waktu
bersamaan, haruslah diperhatikan secara lebih jelas mengenai fakta yang ada.”
Kartini Suang menambahkan bahwa dalam kasus Nomor 172/Pdt.P/2007/PA
Takalar dimana istri kedua dalam hal ini Basse Bau Dg.Kebo adalah yang berhak
untuk menerima uang duka dan pensiunan janda atas meninggalnya Langsa Romo,
sedangkan istri pertama tidak mempunyai hak untuk menuntut uang duka atas
suaminya yang telah meninggal, sebab perkawinannya telah putus dengan suaminya,
akan tetapi kasus seperti ini bersifat  kasuistis. Selain itu dapat menjadi pertimbangan
hakim dalam mengabulkan suatu  penetapan perkawinan berdasarkan adanya
keterangan nikah dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan isbat nikah (wawancara, 21 Mei
2010).
Menurut Kartini Suang, dalam memberikan atau memutus suatu perkara
seorang hakim dituntut untuk menghasilkan suatu produk hukum yang memenuhi
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unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Diharapkan seorang hakim haruslah
berpedoman kepada aturan yang berlaku tapi tidak mengindahkan atau
mengenyampingkan fakta yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Selain itu
seorang hakim juga mempunyai hak untuk mempertimbangkan suatu kasus
berdasarkan hati nurani (keyakinan) selama tidak bertentangan dengan aturan yang
ada. Seperti dalam kasus perkawinan menyangkut perempuan yang bersaudara
yang terjadi, selain mengacu pada hukum Islam juga mempertimbangkan ketentuan
hukum Adat yang ada dan berlaku di masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, dasar
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut tidaklah
melanggar aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim
yang mengacu pada aturan yang ada dalam KHI sudah sesuai sebab persyaratan dan
rukun perkawinannya telah terpenuhi dan sah menurut hukum agama dan ketentuan
yang berlaku, serta diantara keduanya tidak terbukti ada halangan syar’i untuk
melakukan perkawinan. Dalam perkara Nomor 172/Pdt.P/2007/PA Takalar yang
diajukan oleh Basse Bau Dg. Kebo kemudian dikabulkan oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Takalar, maka menurut penulis mengenai putusan hakim sudah
tepat karena telah memberi kepastian hukum dalam mengabulkan permohonan isbat
nikah sesuai dengan fakta yang ada ditambah keyakinan seorang hakim yang bijak
dalam memutus perkara tersebut. Mengenai dengan putusan tersebut dapat member
kemanfaatan serta kepastian hukum pada pemohon isbat nikah, agar dapat
memperoleh haknya.
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B. Akibat Hukum Seorang Suami yang Mengawini Istri yang Bersaudara
Dalam  Waktu yang Sama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Nomor
172/Pdt.P/2007/PA Takalar).
Merujuk pada ketentuan hukum Islam maupun berdasarkan Al- Qur’an,
apabila perkawinan antara dua perempuan bersaudara terjadi maka perkawinan itu
dianggap batal demi hukum atau batal dengan sendirinya. Menurut hukum Islam
terdapat ketentuan-ketentuan tentang orang-orang yang tidak boleh mengikat tali
perkawinan yang disebut muhrim yang disebabkan adanya pertalian darah, pertalian
perkawinan,dan pertalian persusuan. Hal ini berdasarkan Al-Qur’an (Surat An-nisa
Ayat 22-23) sebagai berikut:












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






Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu, terkecuali pada  masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan
itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan diharamkan bagimu
istri-istri anak kandungmu (menantu ) dan menghimpunkan dalam
perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada
masa lampau. Sesungguhnya Allah MahaPengampun lagi Maha Penyayang”.1
Namun perlu dipahami bahwa jika terjadi perkawinan antara perempuan yang
mempunyai pertalian darah, dalam Kompilasi Hukum Islam perkara seperti ini
sangatlah kasuistis. Dikatakan kasuistis sebab dalam hal memutus perkara tersebut
hakim dapat memutusnya secara berbeda tergantung dari kasusnya. Mengenai hal ini
tergantung dari cara hakim menilai mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan
perkawinan dalam suatu kasus. Oleh karena dalam hal perkawinan dua perempuan
yang mempunyai ikatan darah dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri di
dalamnya, dikarenakan hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan agama dan tidak
1 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali-Art 2004), h.
84.
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sesuai dengan peraturan perundangan  yang berlaku.
Oleh sebab itu untuk menemukan suatu penyelesaian dalam masalah ini, maka
harus diceraikan salah satunya. Agar tujuan dalam mengajukan isbat nikah dapat
dikabulkan, maka syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi agar dianggap sah
dan dapat menjadi suatu bukti dalam persidangan.
Dalam kasus Nomor 172/Pdt.P/2007/PA Takalar telah melanggar ketentuan
yang mengatur mengenai perkawinan, seperti melanggar aturan agama, dan juga
aturan hukum. Jika dilihat dari sudut pandang agama, perkawinan tersebut tidak sah
karena  wanita yang akan dinikahi tidak   memenuhi syarat untuk dinikahi, sebab
wanita tersebut diharamkan oleh Allah untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut karena
dua wanita tersebut mempunyai hubungan darah. Bila ditinjau dari segi hukum
negara, perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum (wawancara, 28 Mei
2010).
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak sah menikahi
dua perempuan yang mempunyai hubungan darah, seperti yang dijelaskan dalam Al-
Qur’an dan Hadist, bahwa Allah SWT  mengharamkan “seorang laki-laki mengawini
saudara perempuan istrinya. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk
memperoleh Pengesahan nikah, yang bertujuan agar perkawinan tersebut sah dimata
hukum, serta yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan
perkawinannya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dengan
Nomor perkara 172/Pdt.P/2007/PA Takalar telah memenuhi unsur kepastian
dan kemanfaatan yang diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi
pemohon isbat, yakni dengan mengabulkan permohonan isbatnya dan
sekaligus mengesahkan perkawinannya. Agar dapat memperoleh Buku
Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus   dan mendapatkan
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pensiunan janda yang menjadi hak pemohon pada  kantor PT. Taspen Cabang
Makassar. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan
pemohon dengan Langsa Romo pada tanggal 7 Maret 1966 di Lingkungan
Kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten
takalar telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Setelah
perkawinan pemohon dengan Langsa Romo, tidak ada pihak lain keberatan
bahwa perkawinan pemohon tidak sah. Menurut Adat Istiadat setempat
apabila ada orang yang serumah tidak pernah menikah atau tidak sah
nikahnya maka masyarakat keberatan dan melempari rumah tersebut oleh
sebab itu majelis hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah
pemohon.
2. Dalam menyelesaikan   permasalahan perkawinan yang menyangkut isbat
nikah  pada perkara Nomor 172/Pdt.P/2007/PA Takalar. Hakim dalam
memberikan putusan telah sesuai dengan   ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat
nikah ke Pengadilan Agama dan dalam Ayat (3) huruf (d) disebutkan bahwa
isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, mengenai hal
yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan   dan segala sesuatu
yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan
lama adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974. Jika terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dengan
dua perempuan bersaudara ditinjau dari hukum Islam   maka akan
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menimbulkan akibat hukum yaitu Azab Allah karena menyangkut hukum
Allah karena telah mengetahui kejadian tersebut tidak boleh dilakukan tetapi
tetap dilakukan
B. Saran
1. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) yang mengatur mengenai isbat nikah dapat
diajukan terbatas mengenai yakni perkawinan yang terjadi  sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehubungan dengan hal
tersebut, sebaiknya jika dalam mengabulkan suatu permohonan isbat nikah
tidak hanya mengacu pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam saja
akan tetapi melihat juga fakta-fakta yang ada dalam masyarakat setempat
khususnya masyarakat Adat, sebab Dalam hal perkawinan yang terjadi dalam
suatu  Adat sangatlah kuat dan berpegang teguh pada Prinsip Adatnya
dikarenakan pengertian isbat nikah tidak secara rinci dijelaskan dalam KHI,
oleh karena itu hendaknya di dalam rumusan Pasal KHI perlu ditambahkan
Pasal yang  memuat secara jelas dan rinci mengenai pengertian isbat nikah.
2. Sebaiknya para praktisi hukum lebih cermat dalam memeriksa kasus-kasus
yang berhubungan dengan perkawinan yang menyangkut permohonan isbat
nikah, dimana hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang memadai
sehingga dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
Mengenai hal ini, hakim perlu mempertimbangkan tentang syarat dan rukun
perkawinan   dalam mengajukan isbat nikah apakah telah terpenuhi   dan
dianggap sah dan patut untuk mengajukan isbat nikah. Oleh sebab unsur
tersebut sangat penting dan harus ada agar dalam hal ingin mengesahkan
suatu perkawinan dan mendapatkan kutipan buku akta nikah dapat terpenuhi.
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